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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai berbagai masalah ketenaga keijaan, maka 

penelaahannya akan dapat di tinjau dari berbagai faktor dan makna. Karena 

kenyataannya telah membuktikan bahwa faktor ketenagakerjaan sebagai sumber daya 

manusia dimasa pembangunan nasional sekarang merupakan faktor yang teramat 

penting bagi terselenggaranya pembangunan Nasional di Negara kita Republik 

• Indonesia. Bahkan faktor tenaga kerja merupakan sarana sangat dominan didalam 

kehidupan suatu bangsa, karena ia merupakan faktor penentu bagi mati hidupnya 

suatu bangsa.

Landasan kontitusional yang mengatur tentang ketenaga kerjaan disebutkan 

pada pembukaan dan batang tubuh Undang - Undang Dasar 1945. Pembukaan UUD 

1945, yang tidak lain bersumber dan dijiwai oleh falsafah Pancasila. Suasana batinlah 

dan cita - cita hukum tersebut selanjutnya dijelmakan didalam batang tubuhnya.

Sedangkan perihal isi ketentuan dalam batang tubuh yang ada relevasinya 

dengan masalah ketenagakerjaan, terutama ditentukan pada Pasal 27 ayat (2) Undang

1
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Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa ‘‘Tiap - tiap warga negara berhak atas 

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Selaras dengan bunyi pasal tersebut, perihal makna dari pekerjaan itu sendiri 

lain disebutkan bahwa bekerja itu mempunyai makna yang dalam, luas dan 

banvak didalam setiap peri kehidupan. Makna pekerjaan ditinjau dari perorangan 

atau individu adalah suatu gerak dari badan dan pikiran setiap orang guna memelihara 

kelangsungan hidup jasmaniah dan rohaniah. Makna bekerja ditinjau dari segi 

kemasyarakatan adalah melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa 

guna memuaskan kebutuhan hidup masyarakat , selain itu juga mengandung arti 

sebagai hubungan antar sesama manusia yang juga berada dalam kaitan untuk 

mempertahankan kelangsungan hidupnya. Jika tanpa disertai usaha dengan bekerja, 

maka hal demikian merupakan suatu hal yang mustahil. Sedangkan makna bekerja 

ditinjau dari segi spiritual adalah hak dan kewajiban seseorang dalam memuliakan 

serta mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pengertian bekeija disini mengan 

dung arti sabagai manifestasi umat manusia dalam mengabdi dan memuliakan Tuhan 

Yang Maha Esa.

»\

antara

Eksistensi tenaga kerja sebagai sumber daya manusia, merupakan salah satu 

faktor penting dari berbagai komponen pembangunan biasanya satu dengan 

lainnya jalin menjalin sebagai komponen manunggal. Komponen tersebut adalah 

alam, tenaga keija dan modal. Didalam pendangan ekonomi, ketiga komponen

yang

Gunawi Kartasapoetra .et. all Hukum Perburuhan Pa/icas/Vor. Dalam Pelaksanaan Hubungan 
Kerja, Penerbit Armico, Bandung. Cet.l.l983.hal.9.
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tersebut merupakan hal yang terpenting dan tidak dapat dipisah pisahkan. Akan 

tetapi dalam kenyataan mau tidak mau harus diakui, bahwa tenaga kerja sebagai 

sumber daya manusia merupakan hal yang menonjol.

D i dalam perjanjian kerja diletakkan segala hak dan kewajiban secara timbal 

balik antara pengusaha dan pekeija. Dengan demikian, kedua belah pihak dalam 

melaksanakan perjanjian kerja maupun peraturan per- Undang Undangan yang 

berlaku.

Seseorang sebelum melakukan hubungan kerja dengan orang lain terlebih 

dahulu diadakan suatu perjanjian kerja bik dalam bentuk sederhana pada umumnya 

dibuat lisan ataupun dibuat secara formal yaitu dalam bentuk tertulis. Kesemua upaya 

tersebut dibuatdengan maksud untuk melaksanakan perlindungan dan kepastian hak 

dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Hubungan keija sebagai realisasi dan perjanjian kerja, hendaknya 

menunjukkan kedudukan masing-masing pihak yang pada dasarnya akan 

menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pengusaha terhadap pekerja 

secara timbal balik.2

Berdasarkan pengertian perjanjian yang diatur oleh KUHperdata pasal 1313 

berbunyi . Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya “

Jakarta' Hukttm Pcrbltruhan Bagian Pertama Hubungan Keija PPAKRi Bhayangkara,
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Dengan adanya pengertian tentang perjanjian seperti yang telah ditentukan 

diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa kedudukan hukum antara para pihak yang 

mengadakan perjanjian adalah seimbang hal ini akan berlainan jika pengertian 

perjanjian tersebut dibandingkan dengan kedudukan perjanjian kerja.3

Akan tetapi jika pengertian mengenai perjanjian seperti tersebut diatas 

dilihat secara mendalam akan terlihat bahwa pengertian tersebut ternyata mempunyai 

arti yang luas dan umum sekali sifatnya,selain itu juga tampa menyebutkan untuk 

tujuan apa perjanjian itu dibuat.hal tersebut terjadi karena didalam pengertian tersebut 

terjadi karena didalam pengertian perjanjian menurut konsepsi pasal 1313 

KUHPerdata,hanya menyebutkan tentang pihak yang atau lebih mengikatkan diri 

untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.4

Dalam suatu perjanjian dikenal adanya asas kebebasan berkontrak atau 

freedom of contract,dimana maksud dari asas tersebut adalah bahwa setiap orang 

pada dasarnya boleh membuat perjanjian yang berisi dan macam apapun,asal tidak 

bertentangan dengan undang-undang,kesusilaan dan ketertiban umum atau dengan 

pengertian lain asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan seluas-luasnya 

kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang sifatnya apa saja dan dalam 

bentuk apapun sepanjang tidak bertentangan,melanggar undang-undang,ketertiban 

umum dan kesusilaan.

3 Didalam pengertian perjanjian kerja, para pihak yang mengadakan perjanjian tidak dalam 
kedudukan yang sama dan seimbang karena pihak yang satu yaitu pekeija mengikatkan diri dan 
bekerja dibawah penntah orang lain yaitu pengusaha.

Abdul Kadir.m.. Hukum Perikatan. Penerbit Alumni Bandung 1982 hal. 78.
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Dari latar belakang inilah dapat diketahui bahwa hubungan antara buruh dan 

pengusaha dalam suatu perusahaan merupakan penunjang utama keberhasilan dan 

kemajuan sebuah perusahan dan penulis berusaha menuangkan dalam bentuk 

proposal usulan penelitian dengan judul “Dampak Pembubaran Serikat Pekerja / 

Serikat Buruh Di Palembang”

Perumusan MasalahB.

Setiap perusahaan apapun bentuk dan tujuannya dalam melaksanakan 

aktivitasnya memerlukan tenaga kerja (buruh) yang tidak sedikit 

jumlahnya,keberadaan tenaga pekeija / buruh dalam suatu perusahaan tidak terlepas 

dari bagaimana cara perusahaan memperlakukan buruhnya.dalam hal ini untuk 

melindungi dan menjaga hak serta memberitahukan kewajiban dari seorang tenaga 

kerja atau buruh maka banyak sekali pekerja / buruh berinisiatif untuk membentuk 

suatu perkumpulan atau sejenis Federasi Serikat Pekerja / Serikat buruh baik dipusat 

maupun dikota-kota besar lainnya,salah satunya di palembang.5

Didalam pembentukan serikat pekerja / serikat buruh inilah dibuat suatu 

perjanjian perburuhan dalam sebuah perusahaan tersebut dimana 

perburuhan tersebut merupakan suatu perjanjian yang isinya :

dibuat antara majikan (pengusaha) dengan serikat pekerja / serikat buruh 

2. obyek yang diperjanjikan,pada umumnya memuat tentang syarat-syarat 

yang harus diperhatikan dalam perjanjian kerja

perjanjian

1.

Subekli. Pokok-pokok Hukum Perdata, Penerbit PT. Intermasa, Bandung, Cct. XV, 1980,
hlm. 18.
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ketentuan ini menunjukan bahwa keberadaan serikat pekerja atau serikat buruh 

(SPSI),menurut undang-undang telah diakui keberadaannya dan kepada SPSI telah 

diberi kowenangan oleh pemerintah untuk mewakili para pekerja dalam mengadakan 

disebut sebagai perjanjian perburuhan atau kesepakatan kerjaperjanjian yang

bersama. Adapun fungsi dari organisasi Serikat pekeija / serikat buruh ini antara lain: 

• memberi perjanjian keija bersama dengan pengusaha

• mewakili pekerja / buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial

• mewakili para pekerja / buruh dalam lembaga ketenagakerjaan

• membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan uasah 

peningkatan kesejahteraan pekerja / buruh

• melakukan kegiatan lainnya dibidang ketenaga kerjaan yang tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

Yang ingin penulis angkat disini yaitu permasalahan dimana bagaimanakah 

dampak yang terjadi disuatu perusahaan terutama di palembang apabila serikat

pekerja / serikat buruh yang ada membubarkan diri dan berusaha tetap menjadi 

seorang pekerja / buruh yang mandiri tanpa dinaungi oleh organisasi serikat pekerja / 

serikat buruh, untuk mengetahui atau melihat apa saja yang menyebabkan 

pembubaran serikat pekerja / serikat buruh itu terjadi disebabkan oleh beberapa 

faktor-faktor antara lain :

1. para pengusaha kurang memperhatikan masalah kesejahteraan buruhnya
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2. jumlah gaji / upah yang diterima tidak sesuai dengan kerja keras para buruh 

untuk memajukan perusahaan

3. tidak adanya jaminan perlindungan dari pihak pengusaha

Sedangkan dari pihak pekerja sendiri juga kadang belum adanya keinginan 

mereka untuk berusaha lebih menghargai diri mereka sendiri dengan ikut bergabung 

dalam suatu organisasi seperti organisasi serikat pekerja / serikat buruh,hal ini 

disebabkan kekurang pahaman mereka terhadap keuntungan yang dapat mereka ambil 

dari suatu organisasi serikat pekeija / serikat buruh,terutama para pekerja / buruh 

vang bekerja di pabrik pebrik besar dimana para tenaga kerjanya sebagian besar 

banyak yang hanya tamatan SD,sehingga wajar apabila para pekerja atau buruh 

tersebut kurang memahami pentingnya berorganisasi untu melindungi hak mereka 

sendiri sebagai seorang tenaga kerja,salah satu contoh perusahaan di Palembang yang 

organisasi serikat pekerja / serikat buruhnya mengalami pembubaran adalah 

Perusahaan Tegel CV.ADI KARYA PALEMBANG yang beralamat di Jin.sosial 

km.5 rt.67 no.2 Lebong siarang Kec.Sukarame Palembang.
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C. Tujuan Penelitian

Mengingat betapa pentingnya peran pekerja / buruh 

perusahaan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas suatu perusahaan yang 

menaungi sebagian dari serikat pekerja / serikat buruh,maka disini tujuan yang ingin 

dicapai penulis yaitu :

• untuk mengetahui lebih lanjut hal-hal apa saja yang menyebabkan para 

pekerja / buruh merasa enggan untuk menjadi anggota dari suatu serikat 

pekerja / serikat buruh dalam suatu perusahaan terutama perusahaan yang 

notabene merupakan suatu perusahaan yang berprosfek besar seperti

dalam suatu

“PERUSAHAAN TEGEL CV.ADI KARYA PALEMBANG”

• untuk bisa berusaha melihat dari sisi akademis peristiwa atau kasus yang 

tidak hanya melibatkan dua pihak untuk menyelesaikan suatu kasus yang 

melibatkan kepentingan banyak nyawa didalamnya tetapi juga disini penulis 

berusaha untuk memahami kepentingan timbal balik antara kedua belah 

pihak yaitu serikat pekerja / serikat buruh dengan para pengusahanya.

D. Manfaat Penelitian

a. Bagi penulis

Untuk pengapiikasikan teori-teori yang telah didapat dari bangku kuliah 

dengan kenyataan dan fakta yang terjadi didalam kehidupan masyarakat dan
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sebagai bagian dari tugas akhir untuk mendapatkan Gelar Saijana Hukum di 

Fakultas Hukum Universitas Sriwidjaya Inderalaya

b. Bagi perusahaan

diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan 

pertimbangan bagi perusahaan dalam menjalankan dan melaksanakan 

langkah - langkah perbaikan dimasa yang akan datang terutama ynag 

berkaitan dengan kebijakan - kebijakan yang nantinya akan diberikan 

perusahaan kepada para pekeija / buruh dalam rangka meningkatkan

kualitas dan kredibilitas kinerja para pekerja atau buruh itu sendiri karena 

mereka juga mempunyai rasa memiliki perusahaan dan berusaha untuk 

memajukannya pula demi kepentingan perusahaan.

c. Bagi pihak lain

Diharapkan dapat dipakai sebagai tambahan referensi dan bahan 

perbandingan yang berhubungan dengan masalah peranan sumber daya 

manusia dalam rangka penyediaan para calon tenaga kerja yang siap 

bersaing dipasaran baik nasional dan internasional.

E. Metodologi Penelitian

1. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Perusahaan Tegel CV.AD1 KARYA

PALEMBANG yang terletak di Jln.sosial km.5 rt.67 no.2 lebong siarang
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Kec.Sukarame Palembang,dimana aktifitas produksi yang dilakukan dari 

perusahaan ini adalah pembuatan tegel,con-blok,genteng. pasir,dan lain-lain. 

2. Definisi Operasional

Agar tidak salah penafsiran terhadap pengertian dari judul diatas,maka definisi 

operasional dari judul diatas adalah: 

a. Serikat Pekerja / Serikat Buruh

Serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk 

dari,oleh,dan untuk para pekerja / buruh baik di perusahaan maupun di luar 

perusahaan yang bersifat bebas,terbuka^mandiri,demokratis dan 

berlanggungjawab guna memperjuangkan membela serta melindungi hak 

dan kepentingan pekerja atau buruh serta meningkatkan kesejahteraan para

pekerja / buruh dan keluarganya.

b. Organisasi Pengusaha

Organisasi pengusaha adalah organisasi yang dibentuk oleh para pengusaha 

untuk mempersatukan dam membina para pengusaha serta memberikan 

layanan nya dibidang sosial ekonomi, 

c. Kebijakan Perusahaan

Kebijakan perusahaan adalah kebijakan yang diberikan kepada para pekerja 

/ buruh dalam rangka meningkatkan kredibilitas perusahaan.6

'■ Djumadi,S.H, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, Edisi Revisi, PT. Raja Gratmdo 
Persada, 2002 hal. 21.
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d. Perjanjian Perburuhan

Perjanjian perburuhan adalah peraturan yang dibuat oleh seseorang 

beberapa orang perkumpulan majikan yang berbadan hukum dan atau 

beberapa serikat pekerja / serikat buruh yang berbadan hukum mengenai 

peraturan dan syarat-syarat hukum dalam suatu perjanjian kerja.

e. Pengawasan Perburuhan

Pengawasan perburuhan dimaksudkan agar perusahaan yang merupakan alat 

perekonomian tersebut dapat berjalan dengan lancar,berkembang menjadi 

perusahaan vang kuat dan tidak mengalami hambatan yang disebabkan oleh 

pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku

f. Perselisihan Perburuhan

atau

Perselisihan perburuhan yaitu pertentangan antara majikan dengan serkat 

pekerja / serikat buruh berhubungan dengan tidak adanya persesuaian 

paham mengenai hubungan kerja,syarat-syarat kerja dan atau keadaan 

perburuhan •

3. Data yang digunakan

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dihasilkan dari pengamatan dan 

yang diolah untuk pertama kalinya oleh peneliti serta diperoleh langsung 

dari objek penelitian

pencatatan

b. Data Sekunder
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Data sekunder adalah data yang diperoleh dari catatan -catatan serta 

dokumen perusahaan maupun dari teori-teori yang ada hubungannya dengan 

penulisan skripsi ini,data tersebut antara lain:

a. sejarah singkat pembentukan serikat pekerja / serikat buruh di Perusahaan 

Tegel CV.ADI KARYA PALEMBANG

b. laporan keuangan dan pembagian serta penbayaran gaji terhadap pekerja

c. jumlah keuntungan yang didapat perusahaan / tahun

d. jaminan kesejahteraan yang diberikan kepada pakerja atau buruh

4. Tehnik Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara

yaitu tehnik pengumpulan data dengan datang dan mengadakan tanya jawab 

kepada objek yang diteliti atau kepada perantara yang mengetahui persoalan 

dari objek yang diteliti.

b. Metode Observasi

yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan 

langsung terhadap objek penelitian.

secara

c. Metode Dokumentasi

yaitu pengumpulan data dengan cara menggunakan sebagian atau seluruh 

data yang telah ada / laporan dari penelitian sebelumnya



I
13

e. Metode Kuisioner (angket)

daftarmenggunakandata denganpengumpulanyaitu

pcrtanyaan(kuisioncr)terhadap objek yang diteliti.

5.Tehnik Analisis Data

Analisis data menggunakan metode analisis sistematis kualitatif ,yang

bertujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang diteliti.proses analisis data

dilakukan terhadap semua data yang tersedia baik data primer maupun data sekunder 

maka dapat ditarik kesimpulan.

Maksud dan tujuan penulis dengan mengadakan penggabungan antara data 

primer dengan data sekunderdalam analisis data ialah agar terdapat suatu integrasi 

yang terpadu antara penerapan dalam teori dan praktek,guna memperoleh kenyataan 

yang sebenarnya.
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